
BUPATI SITUBONDO 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SITUBONDO 
NOMOR ~~TAHUN 2014 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SITUBONDO, . 

bahwa sebagai pelaksan aan Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Ta hun 2014 ten tang Pengelolaan Ba rang Milik Negara/ Daerah 

dan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedom a n Teknis Pengclolaan Barang Milik Daerah serta 
Peratura n Daera h Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 20 13 
tentang Pengelolaa n Barang Milik Daerah, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pen gelolaan Barang 

Milik Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Ta hun 1950 tentang 
Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timu r (Lembaran .Negara Republik Indon esia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 4 1) sebagaimana telah diuba h 

dengan Unda ng-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lemba ra n 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tamba h a n 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Unda ng-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tam bahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lemba ran Negara Republik Indon esia Tahun 198 1 . 
Nomor 76, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih da n Bebas dan Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6 . Undang-Undang 

Perbendaharaan 

Nomor 

Negara 

1 Tahun 2004 
• 

(Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Ta mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 442 1); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun•2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2967); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Peruba han Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pa narukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 1972 Nomor 38 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 69, Tambahan Lemba ran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 3573), sebaga imana tela h. diuba h dengan Peraturan 
Pemerinta h Nomor 3 1 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Ta hun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Ba ngunan d a n Hak Pakai Atas 
Tanah (Lembaran Nega ra Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3643); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Perla nggungjawa ba n Keuangan Dalam 
Pelaksanaan Dekonsentras i dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
203, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 
4023); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Ta hun 2001 tentang 
Pengamanan dan Pen galihan Baran g Milik/ Kekayaan Negara 
dari Pemerintah Pusal kepada Pemerintah Daerah dalam 

rangka Pelaksanaan Otonomi Daera h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2001 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073) ; 

19. Pera turan Pemerintah Nomor 7 1 Ta hun 2010 tentang 
Standa r Akuntansi Pemerinta h a n (Lembar a n Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 12 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 165); 

20. Pera turan Pemerintah Nomor 55 Ta hun 2 005 tentang Dana 
Perimba n gan (Lembara n Negara Repu blik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Ta mbaha n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informa si Keuangan 

den gan Pera turan 
Daera h sebagaima na telah diubah 

Pcmerin tah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lemba ra n Negara Republik Indon esia Ta hun 2010 Nomor 

110, Tamba han Lemba ra n Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 
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22. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga raan 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Ta mbaha n Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelen ggaraan Pemerintahan Daera h kepada Pemerintah, 
Laporan Keteranga n Pertanggun gjawaban Kepala Daerah 
kepada DPRD dan Informasi Lapora n Penyelenggaraan 
Pemerinta h an Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Ta hun 2007 tentang tentang 
Pembagian Urusan Pcmerinta h a n Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daera h Propinsi da n Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lem baran Negara Republik Indonesia . 
Tahun 2007, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737) ; 

26. Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nom or 5272); 

28. Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 20 14 tenta ng 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201°4 Nomor 92, Ta mbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
20 10 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
sebagaiman a telah diubah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 
Ta hun 20 12 ten tang Perubahan Kedua Ata s Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20 10 tentan g 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

30 . Peraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
lentang Tuntutan Perbcndaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 

Keuangan dan Barang Daerah; 
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Pera tu ran Menteri Da la m Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerinta h a n Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tan g Pedoman Pen gelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhi.r denga n Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20 11 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pcngclolaan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentan g Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

35. Keputusa n Menteri Da lam Negeri Nomor 49 Tahun 200 1 

tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daera h ; 

36. Keputusan Menteri Da la m Negeri Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penila ia n Baran~ Daerah; 

37. Keputu san Menteri Dalam Ncgeri Nomor 153 Tahun 2004 
tenta ng Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang 
Dipisahkan; 

38. Peratura n Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 

2); 

39. Peraturan Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 2). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 

Pasal 1 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah , sebaga ima n a 
tersebut da lam lampiran dan merupaka n bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 2 

Pedoman Teknis Pengelolaa n Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 m crupakan a cuan bagi aparat 
pemerintah dalam pelaksa n aan penyelengga raan pemerintahan di 

Kabupaten Situbondo. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

~ 

Ditetapka n di Situbondo 

Pada tanggal r1 O DEC 2014 

BUPATI SITUBONDO, 

C <:: > -
DADANG WIGIARTO . 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 


